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Pengelolaan tanah wakaf di Sulawesi Barat menghadapi tantangan serius akibat
minimnya bukti hukum kepemilikan. 61% tanah wakaf belum bersertifikat,
sebagian besar hanya berlandaskan tradisi lisan atau dokumen tidak formal.

RlngkClSCln Hondisi ini memicu sengketa,. penyalahgunaan aset, serta menghambat
pengembangan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Eksekutif Akar masalah meliputi:

= Tidak adanya dokumen hukum (sertifikat, sporadik, bukti jual beli, girik) untuk
penerbitan AIW/APAIW dan sertifikat wakaf.

* Rendahnya literasi hukum wakaf pada masyarakat dan nazhir.

* Prosedur sertifikasi yang dianggap rumit dan berbiaya.

* Lemahnya koordinasi kelembagaan antar Hemenag, BPN, Pengadilan
Agama,dan BWI.

Solusi strategis:
1.ltsbat Wakaf Massal untuk wakaf lisan masa lalu.
2.Percepatan sertifikasi wakaf nasional dengan dukungan anggaran khusus.
3.Penyederhanaan prosedur& insentif biaya.
4. Peningkatan literasi wakaf dan kapasitas nazhir serta PPAIW.
5.Penguatan koordinasi lintas lembaga & basis data wakaf terpadu.

Pendahuluan

Tanah wakaf adalah aset strategis umat yang
seharusnya abadi. Namun, tanpa kepastian
hukum, aset ini rentan terhadap klaim pihak
ketiga, alih fungsi ilegalbahkan hilang. Menurut
studi Pranadiana Marginingrum (2021), wakaf
tanpa sertifikat mungkin sah secara fikih, tetapi
sangat lemah secara hukum positif. Ini berarti,
tanpa bukti kepemilikan resmi, risiko sengketa dan
penyalahgunaan aset wakaf meningkat secara
signifikan. Di Sulawesi Barat, permasalahan
terutama muncul dari wakaf lisan masa laly,
ketika wakif sudah meninggal atau dokumen tidak
lengkap.  Akibatnya, fungsi wakaf  untuk
pendidikan, kesehatan, ibadah, dan
pemberdayaan ekonomi menjadi terhambat.
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Kesimpulan

Minimnya bukti hukum tanah wakaf di Sulawesi Barat adalah tantangan
mendasar yang mengancam keberlanjutan aset umat. Itsbat wakaf massal,
sertifikasi nasional terintegrasi, dan koordinasi lintas lembaga harus menjadi
prioritas. Jika dijalankan efektif, kebijakan ini akan menjamin kepastian hukum,
melindungi aset wakaf, serta mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen
kesejahteraan umat dan pembangunan berkelanjutan.
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